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Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “ Tinjauan 
Fiqh Siya>sah terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Studi 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2015-JKT)”. Skripsi 
ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan 
masalah yaitu : bagaimana Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah 
menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Putusan PTUN Jakarta 
Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap 
Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. 
Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian diolah 
dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang 
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai 
pokok permasalahan.   
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Putusan PTUN 
Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT, sengketa antara Persatuan Sepak Bola 
Seluruh Indonesia ( PSSI ) sebagai (Penggugat) dengan Menteri Pemuda dan 
Olahraga Republik Indonesia (Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana yang 
menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pemuda 
dan  Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan 
Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh 
Indonesia (PSSI) tidak diakui. Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara 
mengabulkan gugatan PSSI seluruhnya. Menyatakan batal demi hukum Keputusan 
Menpora berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 
Nomor : 01307 Tahun 2015. Oleh karena itu didalam sengketa tersebut terdapat 
unsur menyalahgunakan kewenangan. Kedua, dalam fiqh siya>sah dustu>riyah 
sebagaimana yang dimaksud pada pembahsan ini tergolong dalam istilah wiza>>rah 
tanfidz yakni bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan 
kebijakan imam. Kemudian wila>yah al-maza>lim adalah lembaga peradilan yang 
secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-
hak rakyat. 
Bahwa dengan kesimpulan diatas agar pejabat pemerintahan jika 
menjalankan tugas dan wewenang agar sesuai prosedur dan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum 
Pemerintahan Yang Baik.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Cita-cita Negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implikasi dari adanya cita  
negara adalah penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, 
sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara 
tersebut.1 Untuk mewujudkan cita-cita negara, penyelenggaraan negara yang 
dilaksanakan oleh pemerintah yang berdaulat haruslah berdasarkan kepada 
Pancasila sebagai dasar negara.  
Konsep Indonesia sebagai negara hukum diselaraskan dengan konsep 
sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana terungkap pada alinea keempat 
Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas dan jelas menyebutkan tujuan negara 
untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara untuk memajukan 
kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan antara lain menganut prinsip good governance 
                                                          
1 Tim Reviewer MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Pancasila dan Kewarganegaraan, (Surabaya: 
PT Cakrawala, 2013), 266. 



































and clean government yang di dalamnya terdapat konsep welfare state, yakni 
menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap 
kesejahteraan umum untuk warga negara.1 
Good Governance berarti pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam 
masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintah 
yang suci dan damai. Dalam konteks Indonesia substansi wacana good 
governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintah yang baik, bersih dan 
berwibawa.2 Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang 
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus 
senantiasa berdasarkan atas hukum. 
Fungsi pemerintah yakni menjalankan kepemerintahan, mengurus dari 
perintah atau tugas-tugas dan mengatur arah. Pemerintah dapat ditelusuri 
kembali pada kata Latin “administrate” yang berarti mengatur urusan sebagai 
suatu penugasan dari orang lain.3 Tetapi penyelenggaraan pemerintah tidak 
selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang ada. 
Bahkan sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan ini menimbulkan 
kerugian bagi rakyat baik akibat penyalahgunaan wewenang. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat disayangkan jika terdapat  
tindakan penyalahgunaan kewenangan, dalam hukum administrasi 
                                                          
1 Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 17-18. 
2 Tim Reviewer MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Civic Education (Pendidikan 
Kewarganegaraan), (Surabaya: UIN Press, 2014), 97. 
3 Philipus M. Hadjon, et al. Pengantar Hukum Administrasi Negara,(Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1999), 7. 



































penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu  
pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan 
yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan 
kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Kedua, penyalahgunaan 
kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar 
ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan 
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan 
lainnya; Ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan 
prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, 
tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 
Kemudian terkait dengan penyalahgunaan wewenang pejabat 
pemerintah terdapat contoh kasus yang kemudian lahirlah Putusan PTUN 
Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT, sengketa antara Persatuan Sepak 
Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) sebagai (Penggugat) dengan Menteri Pemuda 
dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana 
yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah pengeluaran Surat 
Keputusan Menteri Pemuda dan  Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 
Tahun 2015 tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan 
keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui atau 
dibekukan, yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2015 oleh Menteri Pemuda 
dan Olahraga Republik Indonesia. Permasalahannya karena PSSI tetap 
menggelar kompetisi ISL pada 4 April 2015 dengan mengikutsertakan Arema 
Cronus dan Persebaya Surabaya. 



































Polemik mengenai PSSI dimulai ketika pemerintah melaksanakan apa 
yang disebut dengan fungsi “pengawasan dan pembinaan” kepada induk 
organisasi cabang olahraga yang berbentuk badan hukum, pengawasan 
tersebut dilakukan terhadap standart-standart profesionalitas. Sebelum 
adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), rencana PSSI menggelar 
Indonesia Super League (ISL) pada pertengahan Februari 2015. Namun,  
Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) merekomendasikan agar PSSI 
menunda kick off ISL. Karena ada sejumlah klub yang tidak memenuhi syarat 
administrasi. Akhirnya PSSI sepakat untuk menunda kick off ISL. Dan 
diputuskan liga sepak bola terbesar di Indonesia itu akan digelar 4 April 2015.  
Kisruh tak selesai sampai di situ. BOPI masih tetap merestui liga 
berjalan, asalkan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tidak diikutsertakan. 
Alasan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tidak diberi rekomendasi 
karena mempunyai dua kepemilikan legalitas, kata Noor Aman selaku ketua 
umum BOPI. Arema Cronus dan Persebaya Surabaya juga mempunyai 
masalah warisan masa lalu yang belum terselesaikan. Keduanya saling konflik 
selama bertahun-tahun, PSSI juga berusaha mendamaikan keduanya tapi 
ternyata gagal. 
Menpora mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali kepada 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Bahwa Menpora memberikan 
Teguran Tertulis Nomor : 01133/MENPORA/IV/2015, tanggal 8 April 2015, 
selanjutnya Teguran Tertulis II Nomor 01286/MENPORA/IV/2015 tanggal 
15 April 2015 dan Teguran Tertulis III No. 01306/MENPORA/IV/2015 pada 



































tanggal 16 April 2015. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) nyata - 
nyata secara sah telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan 
pemerintah melalui teguran tertulis. Alasannya bahwa berdasarkan hasil 
rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mana 
klub Arema dan Persebaya PSSI tidak lolos veriifikasi untuk berkompetisi di 
ISL 2015. 
Akan tetapi, PSSI tetap menggelar kompetisi ISL pada 4 April 2015 
dengan mengikutsertakan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya. Kemudian 
Menpora mengeluarkan Teguran Tetulis I, II dan III adalah kepada PSSI untuk 
menjalankan kompetisi ISL 2015 berdasarkan hasil rekomendasi dari BOPI 
melalui surat Nomor SB.012/BOPI/KU/IV/2015 tentang Rekomendasi 
Penyelenggaraan Kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 
(Rekomendasi BOPI) dimana Klub Arema Cronus dan Persebaya Surabaya 
tidak termasuk klub yang lolos rekomendasi untuk berkompetisi di ISL 2015.  
PSSI sendiri dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan 
nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Sebagai organisasi olahraga 
yang lahir pada masa penjajahan Belanda, kelahiran PSSI ada kaitannya 
dengan upaya politik untuk menentang penjajahan.  Kemudian  PSSI lahir 
dibidani oleh muatan politis, baik secara langsung maupun tidak, untuk 
menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di 
dada pemuda-pemuda Indonesia yang ikut bergabung. PSSI didirikan oleh 
seorang insinyur sipil bernama Soeratin Sosrosoegondo. Ia menyelesaikan 



































pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Heckelenburg, Jerman, pada tahun 
1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928.4 
PSSI sebagai induk Organisasi Sepak Bola Nasional telah beritikad baik 
untuk melaksanakan segala bentuk peraturan perundang-undangan, dan segala 
kewajiban hukum yang diberikan kepada PSSI. Hal ini terwujud dengan 
keikutsertaan Anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PT. Liga 
Indonesia, dan klub-klub terkait) untuk mengikuti proses verifikasi yang 
dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Badan Olahraga 
Profesional Indonesia (BOPI), walaupun yurisdiksi BOPI dalam melakukan 
verifikasi patut dipertanyakan. Karena setiap tindakan hukum tersebut harus 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan 
sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan 
dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat 
hukum yang muncul itu batal atau dibatalkan.5 
Dasar dikeluarkannya Teguran I, II, III dan Keputusan Tata Usaha 
Negara adalah rekomendasi BOPI yang bertentangan dengan peraturan yang 
ada. BOPI tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi. 
Bah\wa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang menyatakan 
Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa 
penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang 
                                                          
4 http://rizkymalm-01.blogspot.com/2013/03/sejarah-terbentuknya-pssi.html. Diakses pada 1 Juli 
2019 pukul 21.24 WIB. 
5 Ridwan. HR, Hukum Administrasi ..., 111. 



































olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. 
Maka oleh karena itu BOPI bukan lah badan yang berhak untuk mengeluarkan 
rekomendasi untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti ISL 2015. 
Bahwa Pasal 31 point iv Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Penyelengaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga seluruh peserta wajib 
memenuhi ketentuan mengenai Persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-
masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga 
fungsional. Oleh karena itu BOPI tidak memiliki tugas untuk memverifikasi 
dan menyatakan sebuah klub tidak layak untuk berkometisi. Dialam 
penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri maka berdasarkan ketentuan tersebut tidak tercantum 
alasan BOPI untuk menghalangi Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk 
berkompetisi, karena persyaratan legalitas yang dipermasalahkan BOPI bukan 
lah menjadi kewenangan BOPI melainkan persyaratan yang ditetapkan oleh 
PSSI selaku induk organisasi cabang olahraga.  
Kemudian BOPI terbentuk berdasarkan amanat pada pasal 37 Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 
yang dibentuk untuk membantu Menteri melakukan tanggungjawabnya dalam 
hal pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian 
olahraga profesional. BOPI sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri 
Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 Tentang 
Badan Olahraga Profesional Indonesia.  



































Oleh karena itu PSSI yang sudah memiliki peraturan tersendiri 
mengenai persyaratan klub untuk berkompetisi sebagaimana yang tertuang di 
dalam Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Club Licensing 
Regulation (CLR) sudah menjalankan kewajiban yang ditentukan di dalam 
regulasi CLR tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 2 poin 1 CLR, yang 
bertanggungjawab terhadap persyaratan klub untuk berkompetisi adalah 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menunjuk badan 
administratif untuk memutus klub mana yang lolos persyaratan, dan badan 
administratif tersebut bukanlah BOPI. Oleh karena itu BOPI sebenarnya tidak 
memiliki tugas untuk melakukan verifikasi karena bukan badan yang ditunjuk 
oleh PSSI dalam hal ini Penggugat untuk menjalankan regulasi CLR. 
Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal ini 
telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerobos sejumlah pasal - 
pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa 
upaya Administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam 
menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau 
badan hukum perdata ia apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan TUN. 
Dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi antara PSSI dan Menpora 
merujuk pada Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan telah melampaui Wewenang. Kemudian pada Pasal 18 ayat (1) 
huruf c dikategorikan  bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan 
yakni Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



































Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan PSSI sebagaimana 
terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang 
digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hal ini menuntut agar setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat 
Keputusan TUN, harus betul-betul memahami semua ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut.6  
Jika terjadinya penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dampak 
dari penyelenggaraan pemerintahan adalah tidak terselenggaranya 
pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan pelayanan 
terhadap masyarakat sebagaimana mestinya. Keadaan ini menunjukkan 
penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah adalah antara 
lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga 
peradilan, pengawasan dari masyarakat, maupun pengawasan melalui lembaga 
ombudsman. Di samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum 
pemerintah yang baik.7 
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti hal-hal 
yang berkaitan dengan fiqh siya>sah. Pengertian fiqh siya>sah adalah salah satu 
                                                          
6 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
1997), 34. 
7 Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara  
Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 305-306. 



































hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 
manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahan bagi manusia itu sendiri, 
sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam. Fiqh siyas>ah antara lain 
membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, 
apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan 
kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 
mempertanggung jawab kekuasaannya.8 
Didalam penelitian ini terfokus pada kajian fiqh siya>sah dustu>riyah, 
yang mana pengertian fiqh siya>sah dustu>riyah adalah hubungan antara 
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.9 Fiqh siya>sah dustu>riyah 
mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.  
Dalam pembahasan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah 
menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015) yang dilakukan 
oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora), yang 
terkait dalam fiqh siya>sah dustu>riyah sebagaimana yang dimaksud tergolong 
dalam istilah wiza>>rah tanfiidz yakni bertugas menjalankan rencana, 
pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. 
                                                          
8 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta; Gaya Media 
Pratama, 2001), 4. 
9 A. Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: Kencana, 2009), 47. 



































Wiza>rah Tanfidz adalah penengah atau perantara antara imam dan 
rakyat serta para pejabat. Tugas dari wa>zir tanfidz (pembantu khalifah bidang 
administrasi) melaksanakan perintah imam (kepala negara), merealisasikan 
titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan 
pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi 
penting dan aktual kepada imam supaya ia dapat menanganinya  sesuai 
perintah imam.10 
Keterkaitan pembahasan selanjutnya adalah wila>yah al-maza>lim adalah 
lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa 
dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wila>yah al-maza>lim didirikan 
dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para 
penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat 
yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan 
antara penguasa dan warga negara.11 
Wila>yah al-maza>lim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara 
apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara 
ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum hukum 
syara’ atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan 
yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan 
dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. 
Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada wila>yah al-maza>lim atau 
                                                          
10 Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qhisthi 
Press, 2014), 52-53. 
11 Imam Amrusi Jailani, et al. Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33. 



































keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa 
peradilan dalam wila>yah al-maza>lim mempunyai putusan final.12 
Sistem khilafah yang dianggap merupakan sistem pemerintahan Islam 
yang ideal dan sistem pemerintahan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Al-
Sunnah. Adapun dalil mengenai kepemerintahan yakni Al-Qur’an Surat an 
Nisa’ ayat 58: 
ِربراوُمُكَْتَرْنَأرِساَّنلار َْيْ َبرْمُتْمَكَحراَذِإَوراَهِلْهَأرَلَِإرِتَنَاَمَْلْاراوُّدَؤ ُترْنَأرْمُُكرُمَْيََر َّللَّار َّنِإر َّنِإرِلْدَعْل
ر َّنِإرِِهبرْمُكُظَِعيرا َّمِِعنَر َّللَّاًايِصَبراًعي َِسَرَناَكَر َّللَّا  
       “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat”. (QS. An-Nisa’ : 58) 
 
Sebuah riwayat yang menceritakan ayat tentang memberikan amanat 
dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil. Keadilan adalah 
merupakan asas kepimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam 
Islam. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan 
melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya.  
Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah 
dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan 
meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak”. Jadi khalifah 
                                                          
12 Ibid., 33. 



































merupakan tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat 
untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat bagi umat dengan merujuk 
kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka 
kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan kajian mengenai penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah, 
untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Maka penulis membuat judul 
kajian “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat 
Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor : 
91/G/2015/PTUN-JKT)”. 
   
  



































B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang 
teridentifikasi dalam proposal ini diantaranya sebagai berikut :  
a. Bentuk larangan Penyalahgunaan Wewenang menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  
b. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga 
(Kemenpora) kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh (PSSI) Indonesia 
berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi Sanksi Administratif 
pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. 
c. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 
telah menerobos sejumlah pasal-pasal yang ada di dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
d. Tinjauan Fiqh Siya>sah pada Putusan PTUN Jakarta Nomor: 
91/G/2015/PTUN-JKT. 
 
C. Batasan Masalah 
Berangkat dari identifikasi masalah diatas agar penelitian ini terfokus 
maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 
1. Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 
91/G/2015/PTUN-JKT. 



































2. Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat 
Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun pada Putusan PTUN 
Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. 
 
D. Rumusan Masalah 
Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Putusan PTUN Jakarta 
Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT? 
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Penyalahgunaan Wewenang 
Pejabat Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun pada 
Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT? 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat 
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan 
atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.13 
Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan 
dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang-
                                                          
13 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Petunjuk teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8. 
 



































Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Diantaranya 
adalah sebagai berikut : 
1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Dzul Ikhram Nur, Fakultas Hukum Prodi 
Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanudin Makassar 2015 
dengan judul “Tinjauan Hukum Administrasi Terhadap Penyalahgunaan 
Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi”, Yang mana didalam karya 
ilmiah tersebut menerangkan tentang bagaimana analisa satu kasus secara  
mendalam dan utuh. Dalamnya, tindakan pemerintah pada dasarnya 
didasari oleh peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Kemudian, 
kebijakan pejabat tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilai 
sesuai dengan yurisprudensi ilmu hukum. Penyalahgunaan kewenangan 
bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan pelanggaran 
administratif. Adapun tujuan yang mendasari tindakan penyalahgunaan 
kewenangan tersebut karena untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, maka pejabat tersebut telah melakukan tindak 
pidana korupsi.14 
2. Jurnal yang ditulis oleh Marojahan JS Panjaitan Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesian 2017 dengan judul “Penyelesaian 
Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara 
Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”, mengkaji bagaimana 
                                                          
14 Andi Dzul Ikhram Nur, “Tinjauan Hukum Administrasi Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan 
dalam Tindak Pidana Korupsi”, (Skripsi--Universitas Hasanudin Makassar, 2015). 



































menyelesaikan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan 
negara dalam persfektif hukum administrasi pemerintahan dan tindak 
pidana korupsi. pengembalian kerugian negara tidak menghapus hukuman 
pidananya. Pelaku penyalahgunaan wewenang tetap harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Berkas 
pemeriksaan secara administratif digunakan sebagai bukti dalam perkara 
pidananya.15 
3. Jurnal yang ditulis oleh Narayana Mahendra Prasetya Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas 
Islam Indonesia 2018 dengan judul “Analisis Framing terhadap 
Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA 
terhadap Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam define 
problem dan defining causes, kedua organisasi saling menyalahkan. 
Sanksi FIFA adalah buah dari buruknya kinerja organisasi. Dalam making 
moral judgement, kedua organisasi menunjukkan upaya keras yang 
mereka lakukan dan mengambil contoh dari tata kelola sepakbola di 
negara lain, sebagai data untuk menyalahkan pihak tertentu. Ada pun 
dalam treatment recomendation, PSSI fokus pada nasib timnasional 
Indonesia sementara Kemenpora RI fokus pada perbaikan tata kelola 
persepakbolaan Indonesia. 16 
                                                          
15 Marojahan JS Panjaitan, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan 
Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”, (Jurnal--Universitas Islam 
Indonesia, 2017). 
16 Narayana Mahendra Prasetya, “Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan 
PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA terhadap Indonesia”, (Jurnal-- Universitas Islam Indonesia, 2018). 



































F. Tujuan Penulisan 
Adapun penulisan penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah 
menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Putusan PTUN 
Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. 
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyas>ah terhadap Penyalahgunaan 
Wewenang Pejabat Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
1. Aspek teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata 
Negara, khususnya tentang: 
a. Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat pada Putusan PTUN Jakarta 
Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. 
b. Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat 
Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat 
pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. 
 



































2. Aspek praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau 
acuan bagi para akademisi, masyarakat serta pemerintah : 
a. Bagi Akademisi 
Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 
Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat pada Putusan PTUN Jakarta 
Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT. 
 
b. Bagi Masyarakat 
Dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam melihat 
sebuah konsep suatu tindakan/kebijakan oleh pemerintah yang mana 
agar masyarakat tidak salah memilih dalam pemimpin untuk 
dijadikan alat pemerintah dalam suatu negara. 
 
H. Definisi Operasional 
Penulis mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan memahami 
penelitian ini, diantaranya : 
1. Fiqh Siya>sah adalah Ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk 
pengaturan urusan umat dan negara dengan  segala bentuk hukum, 
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 
sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan 



































kemaslahatan umat.17 Adapun objek kajian fiqh siya>sah dalam penelitian 
ini terfokus pada bidang yaitu fiqh siya>sah dustu>riyyah. 
2. Penyalahgunaan Wewenang adalah suatu tindakan pejabat yang ditujukan 
untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan 
yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. 
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yakni Surat Keputusan 
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang pengenaan 
Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola 
Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui. Pemerintah melalui Kementerian 
Pemuda dan Olahraga dalam hal ini telah menyalahgunakan 
kewenangannya dengan menerobos sejumlah pasal - pasal yang ada di 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggaraan 
negara lainnya.18 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan Undang-Undang 
tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pembahasan menjelaskan: 
a. Terutama Pasal 17 menerangkan mengenai larangan penyalahgunaan 
wewenang. 
b. Kemudian Pasal 18 menjelaskan kategori penyalahgunaan 
wewenang. 
                                                          
17 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Penulisan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 1997), 26. 
18 Pasal 1 poin (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 



































I. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode penelitian merupakan deskripsi secara singkat peranan dan 
fungsi Penelitian sebagai instrumen penelitian.19 Jenis penelitian dalam 
penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif dengan metode kualitatif. 
Penelitian yang dimaksud yakni menganalisis mengenai Penyalahgunaan 
Wewenang Pejabat Pemerintah pada Putusan PTUN Jakarta Nomor: 
91/G/2015/PTUN-JKT. 
2. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun 
untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Pada penelitian ini 
data yang digunakan yaitu Putusan PTUN Jakarta Nomor: 
91/G/2015/PTUN-JKT. Kemudian untuk menganalisis menggunakan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. 
3. Sumber Data 
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber 
penelitian, sebagai berikut: 
 
 
                                                          
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 
402. 



































a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun Bahan-bahan data 
yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang 
meliputi : 
1) Putusan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT. 
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. 
3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional. 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Keolahragaan. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. 
b. Bahan Hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 
hukum meliputi buku-buku mengenai teori Hukum dan teori Fiqh 
Siya>sah, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-
komentar ahli hukum dan putusan pengadilan PTUN Jakarta. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library 



































Research). Yang mana metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan 
hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki 
hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup 
untuk menganalisis mengenai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat 
Pemerintah pada Putusan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT. 
Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca, 
merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan 
penelitian.  
5. Teknik Pengolahan Data  
Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk 
mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, 
terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan 
keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini 
penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan PTUN 
Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT. kejelasan tentang 
pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara tentang sanksi 
Administratif bahwa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui atau 
dibekukan dan kesesuain data-data dari kepustakaan. 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang 
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang 
tersusun pada bab III tentang pencabutan Keputusan Tata Usaha 



































Negara yang dikeluarkan oleh Kemenpora kepada PSSI serta 
pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa pada Putusan 
PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT. 
c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada 
bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk 
menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah 
dipaparkan di dalam rumusan masalah dengan menggunakan teori 
Wiza>rah dan Wilayah Al-Maza>lim.   
6. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh 
penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa secara 
mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, 
yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya, dengan 
menggambarkan secara sistematis, fakta terkait objek yang diteliti. Jadi 
data-data mengenai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di 
analisis menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
dan menganalisis studi Putusan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-
JKT. 
Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pola pikir secara induktif, dimana cara berpikir yang diambil dari 
pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang 
bersifat umum. 
  



































J. Sistematika Pembahasan 
Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan 
merupakan suatu aspek yang sangat penting karena sistematika pembahasan 
ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur 
pembahasan yang terkandung dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan 
dalam skrisi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bab satu, Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
idnetifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
2. Bab dua, Memuat landasan teori Fiqh Siya>sah, pada bab ini akan 
diuraikan tentang teori Fiqh Siya>sah yaitu tinjauan umum Siya>sah 
Dustu>riyah meliputi definisi, ruang lingkup, dan seterusnya. 
3. Bab tiga, Memuat pembahasan tentang Tinjauan Umum mengenai  
Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang dilakukan oleh 
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) karena telah 
mengeluarkan sanksi Administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh 
Indonesia (PSSI) tidak diakui, ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor 30 
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TINJAUAN UMUM FIQH SIYA<<SAH         
 
A. Al-Wiza>rah 
Pada masa Rasulullah saw, para sahabat adalah pembantu beliau dalam 
berbagai urusan-urusan berliau dalam berbagai urusan-urusan beliau. Sebagian 
dari mereka ada yang tetap menjadi pembantu sebagian al-Khulafa ar-
Rasyidun dan para penguasa Umawi yang waktu itu istilah ini belum dikenal. 
Istilah kata ini mulai dikenal dengan meminjam bahasa Persia pada masa 
kekuasaan Abbasi. Al-Mawardi menjelaskan seluk beluk jabatan al-wiza>rah 
dan membaginya menjadi dua klarifikasi, yaitu wizaarah tafwiidh dan wiza>rah 
tanfidz. 
Kata wiza>rah terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para Ulama 
yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, wiza>rah berasal 
dari kata al-wizar yang berarti beban karena wa>zir memikul tugas yang 
dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Kedua, wiza>rah diambil dari kata 
al-wazar yang berarti al-malja (tempat kembali) karena kepala Negara 
membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali 
untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara. Dan yang ketiga, 
wiza>rah juga berasal dari al-azr yang berarti punggung karena fungsi dan tugas 
wa>zir adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala 



































Negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena 
ditopang punggung.1 
Adapun pengertian wa>zir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu 
tugas disebutkan Al-Qur’an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu 
Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir’aun, sebagaimana 
dalam Surat Al-Furqan Ayat 35: 
َرورَباَتِكْلارىَسوُمراَن ْ ي َتآرْدَقَلَوًارِيزَورَنوُراَهرُهاَخَأرُهَعَمراَنْلَعَج  
“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada 
Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia 
sebagai wa>zir (Pembantu)”. (QS. Al-Furqan : 35) 
Dapat ditarik pemahaman bahwa wa>zir merupakan pembantu kepala 
negara, Raja atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada 
dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh 
permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya 
dan ahli dibidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga 
dan pikiran wa>zir sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan 
yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wa>zir. Dengan 
kata lain wa>zir merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus 
pemerintahan.2 
                                                          
1 Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 2011), 60. 
2 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 
10-14. 



































B. Wiza>rah Tanfidz 
Adapun wiza.rah tanfidz ini posisi jabatannya lebih rendah dari jabatan 
wizaarah tafwiidh. Ini karena wa>zir tanfidz hanya bertugas menjalankan 
rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. Wiza>rah 
tanfidz adalah penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para 
pejabat. Penunjukan dan pengangkatan wiza>rah tanfidz cukup hanya dengan 
adanya izin dan persetujuan, tidak disyaratkan harus dengan prosedur kontrak 
tertentu dengan khalifah.  
Juga tidak disyaratkan seorang wiza>rah tanfidz harus berstatus merdeka. 
Ini karena ia tidak memiliki wewenang dan otoritas independen sebab 
tugasnya hanya dua, yaitu melaporkan berbagai permasalahan kepada imam 
dan melaksanakan berbagai perintah imam yang disampaikan kepadanya. 
Wiza>rah tanfidz juga tidak disyaratkan harus orang yang memiliki kapasitas 
dan kepabilitas sebagai mujtahid karena ia tidak boleh memutuskan suatu 
masalah berdasarkan pandangan dan pendapatnya sendiri.3 Adapun syarat dan 




                                                          
3 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu,  Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 348. 



































1. Syarat-syarat Wiza>rah Tanfidz 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wa>zir tanfidz ada 
tujuh yang spesifikasinya lebih terkait dengan moral dan pengalaman 
politik. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:4 
a. Amanah, seorang wa>zir  tanfidz harus orang yang amanah, jujur, dan 
bertanggung jawab supaya ia tidak mengkhianati apa yang 
diamanatkan kepadanya dan tidak melakukan menipulasi serta 
kebohongan di dalam apa yang ia dimintai nasihat, masukan dan 
pertimbangan; 
b. Memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar sehingga 
informasi dan pemberitahuan yang disampaikannya terjamin 
kesasihan dan akuntabilitasnya; 
c. Tidak rakus sehingga ia kebal terhadap suap dan tidak mudah 
terkelabui; 
d. Ia harus orang yang berkarakter tenang, lembut, dan di sukai orang, 
tidak ada permusuhan dan kebencian antara dirinya dan orang-orang. 
Ini karena permusuhan dan kebencian menghalangi dari saling 
bersikap adil, proposional, objektif, dan saling bersimpati; 
                                                          
4 Ibid., 348-349. 



































e. Memiliki memori yang kuat sehingga ia mampu melaksanakan 
intruksi imam dan menyampaikan kepada imam apa yang yang harus 
disampaikan kepadanya;  
f. Pandai dan cerdas sehingga ia mampu melihat, mempelajari, dan 
mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat, dan tidak bingung 
terhadap berbagai urusan dan  permasalahan; 
g. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak 
mudah terbujuk oleh hawa nafsu. 
 
2. Tugas dan Wewenang Wiza>rah Tanfidz 
Wa>zir tanfidz (pembantu khalifah bidang administrasi) memiliki 
wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit. 
Pasalnya, tanfidz (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya sebagai 
mediator antara imam (khalifah) dan rakyat. Tugas dari wa>zir tanfidzi 
(pembantu khalifah bidang administrasi) hanyalah melaksanakan perintah 
imam, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, 
menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta 
melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam supaya 
ia dapat menanganinya  sesuai perintah imam. Dengan demikian, wa>zir 
tanfidz hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik 
pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia dillibatkan dalam jejak 



































pendapat, itu pun dalam kewenangan khusus. Akan tetapi, jika ia tidak 
dilibatkan dalam hal itu.5 
Wa>zir tanfidz tidak memiliki wewenang independen untuk 
membuat aturan, arahan dan kebijakan. Ia memiliki sepesifikasi tugas 
yang terbatas, yaitu sebagai berikut:6 
a. Melaporkan kepada khalifah tentang berbagai permasalahan yang 
ada; 
b. Melaksanakan dan merealisasikan perintah-perintah khalifah yang 
disampaikan kepadanya. 
 
C. Wila>yah al-Maza>lim 
Keberadaan lembaga wilayah al-mazalim merupakan bagian dari 
pelaksanaan ajaran Islam.7 Secara etimologi kata wila>yah al-maza>lim 
merupakan gabungan dua kata, yaitu wila>yah dan al-maza>lim. Kata wilayah 
secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. 
Sedangkan kata al-maza>lim adalah bentuk jamak dari maza>limah yang secara 
literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.  
                                                          
5 Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qhisthi 
Press, 2014), 52-53. 
6 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu ..., 348. 
7 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 
28. 



































Sedangkan secara terminologi wila>yah al-maza>lim berarti kekuasaan 
pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang 
bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang 
dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Wila>yah al-maza>lim bertugas 
mengadili para pejabat negara, meliputi khalifah, gubernur, dan aparat 
pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.8 Jadi wila>yah al-
maza>lim merupakan salah satu jenis peradilan yang secara khusus bertugas 
menyelesaikan perkara yang melibatkan pejabat atau keluarga pejabat 
negara.9 
Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik 
dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta 
kebijakannya, tetap dianggap sebagai tidak kezaliman, sehinga diserahkan 
kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, 
ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang 
disebut dengan qadi al-maza>lim, artinya perkara-perkara yang menyangkut 
masalah fiqh siyasah oleh wila>yah al-maza>lim akan diangkat qadi al-maza>lim 
untuk menyelesaikan segala tindak kezaliman.10 
Wila>yah al-maza>lim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara 
apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara 
ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukumhukum 
                                                          
8 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113. 
9 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan ..., 28. 
10 Imam Amrusi Jailani, et al. Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33. 



































syara’ atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan 
yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan 
dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. 
Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada wila>yah al-maza>lim atau 
keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa 
peradilan dalam wila>yah al-maza>lim mempunyai putusan final.11 
Kemudian wila>yah al-maza>lim adalah salah satu komponen peradilan 
yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurusi penyelesaian 
perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu juga 
menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tertinggi, 
bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa. Secara 
operasional qadhi al-maza>lim bertugas menyelesaikan masalah yang tidak 
dapat diputuskan ileh diwan al-qadha’ dan diwan al-muhtasib, serta meninjau 
kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan 
perkara banding.12 
Nadhir al-maza>lim memiliki sejumlah wewenang, tugas, dan 
kompetensi. Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan 
pengawasan penerapan hukum syara’, sebagiannya lagi bersifat administratif 
yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat negara 
serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara 
                                                          
11 Ibid., 34. 
12 Alaiddin Koto, et al., Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 131. 



































tindakan kezaliman yang menimpanya. Sebagian lagi bersifat judisial yang 
berkaitan dengan penyelesaian persengketaan yang terjadi antara pejabat 
negara dan warga negara biasa atau di antara para warga negara biasa.13 
                                                          
13 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu ..., 378. 


































TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG 
PEJABAT PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 
TAHUN 2014 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT 
 
A. Pengertian Wewenang Pemerintah 
Sebelum memahami konsep atau istilah penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir), terlebih dahulu harus dipahami apa itu wewenang. 
Dalam arti hukum, wewenang (bevoegdheid) adalah keseluruhan hak dan 
kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang 
kepada subjek hukum publik. Dalam devoegdheid itu ada tugas (taak), hak 
(rechten), kewajiban (plichten) dan pertanggungjawaban 
(verantwoorddelijkheid). Secara operasional wewenang adalah kemampuan 
untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.1  
Terkait dengan wewenang ini adalah asas spesialitas 
(specialiteitsbeginsel), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu 
diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu. Asas legalitas 
merupakan dasar dalam asas legalitas merupakan dasar dalam setiap 
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap 
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memliki legitimasi, 
                                                          
1 Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 382. 



































yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, 
substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan 
tindakan-tindakan hukum tertentu. 
Kewenangan memliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata 
Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan 
kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan 
sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi 
Negara, kewenangan yang didalamnya terkadang hak dan kewajiban. Menurut 
Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan 
(macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat.2 
Dari pendapat-pendapat ahli hukum tersebut dapat kita tarik benang 
merah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam arti luas, 
meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam negara. Ditinjau dari teori trias 
politika, pemerintah dalam arti luas meliputi kekuasaan membentuk undang-
undang (kekuasaan legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undang 
(kekuasaan eksekutif), dan kekuasaan mengadili (kekuasaan yudisial). Dengan 
kata lain pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintahan yaang terdiri dari 
tiga kekuasaan tersebut yang masing-masing terpisah satu sama lain, tetapi 
saling berberan sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan.3  
                                                          
2 Ibid., 99-100. 
3 Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara  
Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 57. 



































B. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang 
Penyelenggaraan pemerintah tidak selalu berjalan sebagaimana yang 
telah ditentukan oleh aturan yang ada. Bahkan sering terjadi penyelenggaraan 
pemerintahan ini menimbulkan kerugian bagi rakyat baik akibat 
penyalahgunaan wewenang. Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang 
ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir; 
het gebruiken van een bevoegdheid voor een ander doel). Asas spesialitas 
dapat diketahui dengan membaca peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar dari kewenangan yang dilaksanakan.4 
Menurut Schrijvers dan Smeets:  
“Een bestuursorgaan mag en door de wet toegekende bevoegdheid allen 
gebruiken voor het doel dat de wetgever voor ogen had. Gebruik voor 
persoonlijke of andere doeleinden is dus verboden. Detournement de 
pouvoir is dus handelen in strijd met het specialiteitsbeginsel”. (Organ 
Pemerintahan hanya boleh menggunakan wewenang yang diberikan 
pembuat undang-undang untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. 
Penggunaan wewenang untuk tujuan lain atau orang lain adalah 
dilarang. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang adalah 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas spesialitas).5 
                                                          
4 Ibid., 382 
5 Ibid., 382. 



































Misalnya, kewenangan untuk menyelenggarakan transportasi dengan 
menggunakan sistem kereta api, kemudian dalam pelaksanaannya 
menggunakan transportasi dengan sistem bus. Dalam mengukur apakah telah 
terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secarafaktual bahwa 
pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya 
penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan 
wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah 
diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas 
interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang 
lain.6 
Konsep detournement de pouvoir tersebut dapat diperbandingkan 
dengan doktrin ultra vires. Keduanya memiliki dasar argumentasi yang hampir 
sama yaitu bahwa kekuasaan atau kewenangan itu diberikan untuk tujuan 
tertentu. H.W.R. Wade mengatakan: “Administrative power derives from 
statute. The statute gives power for certain purposes only, or subject to some 
special procedure, or with some other kind of limits” (kekuasaan pemerintah 
itu berasal dari undang-undang. Undang-undang memberikan kekuasaan 
hanya untuk tujuan tertentu, atau tunduk pada beberapa prosedur khusus, atau 
dengan beberapa jenis pembatasan lain).7 
 
                                                          
6 Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum administrasi dan Good Governance, (Jakarta: Universitas 
Trisakti, 2010), 26.    
7 Ridwan. HR, Hukum Administrasi ..., 383. 



































C. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang 
Menurut P. Nicolai sarana penegakan Hukum Administrasi Negara 
berisi pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan 
pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan 
pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, 
dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.8 Ketentuan 
penyelenggaraan pemerintahan tersebut diatur didalam undang-undang 
administrasi pemerintahan yang mana menjamin hak-hak dasar dan 
memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin 
penyelenggaraan tugas-tugas negara.  
Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan 
wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam 
kaitannya “detournement de pouvoir” dengan ”freis Ermessen”, 
penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 
tiga wujud yaitu:9 
1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang 
bertentangan dengan kepentingan umum untuk mengutungkan 
kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; 
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut 
adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari 
tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau 
peraturan-peraturan lainnya; 
                                                          
8 Ibid., 296. 
9 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Kencana. 
2014), 38. 



































3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunaan prosedur yang 
seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi yang 
harus dipergunakan prosedur lain agar terlaksana. 
Suatu tindakan badan atau pejabat pemerintah terhadap warga 
masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Di dalam Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Kepemerintahan pada Pasal 
8 ayat (3) menerangkan bahwa Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang 
menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan 
keputusan dan/atau tindakan.  
Kemudian larangan penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintah 
sebagaimana dimaksud meliputi:10 
a. Larangan melampaui Wewenang; 
b. Larangan mencampuradukkan Wewenang;  
c. Larangan bertindak sewenang-wenang. 
Adapun dari ketiga larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana 
yang dipaparkan Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Kepemerintahan pada Pasal 18 ayat (2) poin a  
dijelaskan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui 
wewenang, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan, berikut pada 
Pasal 18 ayat (1) yakni: 
1. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; 
2. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang;  
                                                          
10 Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
 



































3. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Istilah melampaui wewenang pada esensinya adalah tidak berwenang. 
Prinsip utama negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung arti 
bahwa setiap tindakan hukum pejabat itu harus berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau wewenang. Jika seorang pejabat yang melakukan 
tindakan hukum tanpa wewenang, maka tindakan batal demi hukum. Ada tiga 
kemungkinan tidak berwenang: pertama, tidak berwenang dari segi wilayah, 
kedua, tidak berwenang dari segi waktu, ketiga, tidak berwenang dari segi 
materi.11 
Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan 
wewenang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17 ayat (2) huruf b apabila 
keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan, berikut pada Pasal 18 ayat (2) 
yakni: 
1. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; 
2. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. 
Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-
wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila 
keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan, berikut pada Pasal 18 ayat (3) 
yakni: 
1. Tanpa dasar kewenangan; 
2. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
                                                          
11 Ridwan. HR, Hukum Administrasi ..., 385. 



































Dari beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Kepemerintahan dijelaskan bahwa tindakan 
penyalahgunaan wewenang suatu tindakan yang melanggar ketentuan 
undang-undang karena setiap tindakan hukum pejabat itu harus berdasarkan 
peraturan perundang-undangan atau wewenang. 
 
D. Pejabat Pemerintah 
Pemerintah dalam perspetif hukum publik negara adalah organisasi 
jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan. 
Suatu pengertian pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Kepemerintahan bahwa badan atau pejabat 
pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di 
lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Organ atau 
jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata, mewakili 
badan hukum induknya, namun dalam konteks Hukum Administrasi Negara 
adalah mengetahui organ dan jabatan pemerintahan dalam melakukan 
perbuatan hukum yang bersifat publik. 
Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan beberapa ciri atau 
karakteristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan, yaitu:12 
1. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung 
jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai 
                                                          
12 Ibid., 74-75. 



































pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab 
pemerintah sendiri di hadapan Hakim. Organ pemerintah adalah pemikul 
kewajiban tanggung jawab; 
2. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan 
norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai 
pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, 
atau perlawanan; 
3. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintah juga dapat tampil 
sebagai pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat; 
4. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memliki harta kekayaan 
sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum 
menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. 
Jabatan pemerintahan dilekati hak dan kewajiban atau diberi wewenang 
untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak 
sendiri. Jabatan hanyalah fiksi. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui 
perwakilan, yaitu pejabat. Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. 
Menurut E. Utrecht, oleh karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. 
Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah 
pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatannya. 
P. Nicolai menyebutkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada 
organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ 
pemerintahan adalah tenaga dan pikiran yang ditunjuk untuk mejalankan funsi 
organ tersebut, yaitu para pejabat. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat 
hanya menjalankan tugas dan wewenang karena pejabat tidak memiliki 
wewenang. Yang memiliki wewenang dan dilekati wewenang adalah 
jabatan.13 Berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatan adalah lingkungan 
                                                          
13 Ibid., 76-77. 



































pekerjaan yang tetap, sementara pejabat dapat berganti-ganti. Pergantian 
pejabat tidak mempengaruhi kewenangan yang melekat pada jabatan. 
Jabatan pemerintah dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang 
berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan berbagai 
aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya Hukum 
Administrasi Negara. Begitu pula ketika timbul persoalan hukum atau 
sengketa, maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan Hukum 
Administrasi Negara.14 
 
E. Substansi Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT 
1. Pihak yang Berperkara 
Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT, 
pihak-pihak yang berperkara antara lain:  
a. Penggugat: 
Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia (PSSI), sebuah badan 
hukum perkumpulan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dengan akta pengesahan nomor : J.A.5/11/6 
tertanggal 2 Februari 1953, yang dalam hal ini memiliki Ketua Umum 
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di perkumpulan tersebut, La 
                                                          
14 Ibid., 82. 



































Nyalla Mahmud Mattalitti, Warga Negara Indonesia, bertindak 
dalam jabatannya selaku Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh 
Indonesia (untuk selanjutnya disebut PSSI). 
 
b. Tergugat 
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) 
yaitu Imam Nahrawi, Berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda 
Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat. Kesemuanya Pejabat dan Tim 
Advokasi pada kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, beralamat 
di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta 1027, berdasarkan 
surat kuasa khusus tanggal 30 April 2015, Nomor 
016/MENPORA/IV/2015. 
 
2. Objek Gugatan 
Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri 
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 TAHUN 2015 
tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan 
persatuan sepakbola seluruh indonesia tidak diakui, yang ditetapkan pada 
tanggal 17 April 2015 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. 
 



































3. Deskripsi Kasus 
Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT, 
yang mana sengketa antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 
(PSSI) sebagai (Penggugat) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga 
Republik Indonesia (Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana yang 
menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan 
Menteri Pemuda dan  Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 
2015 tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan 
keolahragaan Persatuan Pepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui, 
yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2015 oleh Menteri Pemuda dan 
Olahraga Republik Indonesia. 
Polemik mengenai PSSI dimulai ketika pemerintah melaksanakan 
apa yang disebut dengan fungsi “pengawasan dan pembinaan” kepada 
induk organisasi cabang olahraga yang berbentuk badan hukum. 
Pengawasan tersebut dilakukan terhadap standart-standart 
profesionalitas yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah betul 
pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga mempunyai 
wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 
Nomor 01307 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 yang berisi tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan 
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui adalah suatu hal 
yang melawan hukum dan melampaui wewenangnya. 



































 Melihat dari perspektif Undang-Undang Sistem Keolahragaan 
Nasional (SKN), Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007, Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 mengenai Penyelengaraan Pekan dan 
Kejuaraan Olahraga dan juga Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 
Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal ini 
telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerobos sejumlah 
pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Karena setiap tindakan hukum tersebut harus berdasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya 
tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan 
peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat 
hukum yang muncul itu batal atau dibatalkan.15 
Kemudian  munculnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini 
bahwa PSSI mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah 
melalui surat teguran kesatu, kedua dan ketiga. Dasarnya Teguran Tetulis 
I, II dan III adalah perintah yang diberikan oleh Kemenpora kepada PSSI 
untuk menjalankan kompetisi ISL 2015. Berdasarkan hasil rekomendasi 
dari BOPI melalui surat Nomor SB.012/BOPI/KU/IV/2015 tentang 
Rekomendasi Penyelenggaraan Kompetisi Indonesia Super League 2015 
(Rekomendasi BOPI) dimana Klub Arema Cronus dan Persebaya 
                                                          
15 Ridwan. HR, Hukum Administrasi ..., 111. 



































Surabaya tidak termasuk klub yang lolos rekomendasi untuk berkompetisi 
di ISL 2015. 
Bahwa perlu dicermati, yang menjadi latar belakang atau dasar 
dikeluarkannya Teguran I, II, III dan Keputusan Tata Usaha Negara 
adalah rekomendasi BOPI yang nyata-nyata bertentangan dengan 
peraturan yang ada, seperti: pertama, BOPI tidak memiliki kewenangan 
untuk mengeluarkan rekomendasi. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan 
Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa 
penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang 
olahraga yang bersangkutandan memenuhi peraturan perundang-
undangan. Maka oleh karena itu BOPI bukanlah badan yang berhak untuk 
mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga 
seperti ISL 2015. 
Kemudian kedua, BOPI tidak memiliki tugas untuk memverifikasi 
dan menyatakan sebuah klub tidak layak untuk berkometisi. Bahwa 
berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 
dinyatakan Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan 
olahraga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seluruh peserta wajib 
memenuhi ketentuan mengenai : 
a. Status olahragawan;  
b. Persyaratan mutasi olahragawan; 



































c. Batasan usia;  
d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk 
organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga 
fungsional; 
e. Larangan perbuatan curang dalam olahraga 
Maka berdasarkan ketentuan tersebut tidak tercantum alasan BOPI 
untuk menghalangi Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk 
berkompetisi, karena persyaratan legalitas yang dipermasalahkan BOPI 
bukanlah menjadi kewenangan BOPI melainkan persyaratan yang 
ditetapkan oleh Penggugat selaku induk organisasi cabang olahraga 
sebagaimana yang tertera dalam poin iv pasal tersebut.  
Ketiga, BOPI bukanlah Badan Olahraga Profesional yang dimaksud 
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Bahwa BOPI 
terbentuk berdasarkan amanat pada pasal 37 Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2007 yang dibentuk untuk membantu Menteri 
melakukan tanggungjawabnya dalam hal pembinaan dan pengembangan 
serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional. BOPI sendiri 
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 
PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 Tentang Badan Olahraga Profesional 
Indonesia yang ditandatangani oleh Menpora pada tanggal 9 September 
2009. Kermenpora tersebut mencabut Permenpora Nomor 
KEP/0804/menpora/vii/20-5 tentang Badan Pengembangan dan 
Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia.  



































Bahwa berdasarkan Ketentuan Penutup pada Pasal 127 huruf d 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 dinyatakan paling lambat 1 
(satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan maka Badan 
Olaharaga Profesional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dibentuk. 
Apabila dicermati, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 
diundangkan pada tanggal 5 Februari 2007, maka berdasarkan Pasal 127 
huruf d tersebut, Badan Olahraga Profesional yang diamanatkan oleh 
Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 harus sudah 
terbentuk 1 tahun setelah tanggal 5 Februari 2007, yaitu paling lambat 
tahun 2008. Akan tetapi BOPI ini bukanlah Badan Olahraga Profesional 
yang dimaksud Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 
karena terbentuk pada tahun 2009 yang jelas-jelas telah melewati batas 
waktu pembentukan sebagaimana dimaksud pasal 127 huruf d Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. 
Bahwa pada tanggal 17 April 2015 melalui Keputusan Tata Usaha 
Negara, PSSI diberikan sanksi oleh Menpora berdasarkan Pasal 121 ayat 
(2) dan Pasal 122 ayat (2) huruf g PP 16 Tahun 2007 karena mengabaikan 
dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran. 
Kebijakan yang dimaksud adalah hasil rekomendasi BOPI yang 
memutuskan kompetisi ISL berjalan dengan 16 tim bukan 18 tim 
sebagaimana yang sudah dijelaskan pada fakta -fakta gugatan. 



































Di dalam Undang-Undang dan peraturan terkait memang tidak 
dijelaskan secara jelas hubungan antara PSSI dengan Menpora, akan 
tetapi berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PSSI adalah anggota dari Induk 
Organisasi Olahraga Internasional (FIFA), maka dengan definisi tersebut 
jelas bahwa PSSI adalah anak atau bawahan dari FIFA di mana hal ini 
menyebabkan adanya hubungan vertikal. Oleh karena itu yang dapat 
memberikan teguran kepada PSSI adalah FIFA. Hal ini dikarenakan 
Menpora memiliki kedudukan yang seimbang (horizontal) dengan PSSI 
dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya di bidang 
olahraga dalam hal ini olahraga sepakbola. Maka sudah sangat jauh 
apabila Tergugat memperlakukan Penggugat seperti bawahannya yang 
bisa diberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga apabila dianggap 
melanggar peraturan. 
Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal 
ini telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerobos sejumlah 
pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Gugatan PSSI tersebut diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha 
Negara Jakarta untuk menilai dan meneliti apakah proses penerbitan surat 
keputusan Menpora tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa 
Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak 
diakui telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku dan memenuhi Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 



































sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi Penggugat pada khususnya 
dan pecinta sepakbola Indonesia pada umumnya. 
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan PSSI 
sebagaimana terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata 
Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menuntut agar setiap Pejabat 
Tata Usaha Negara dalam membuat Keputusan TUN, harus betul-betul 
memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut.16  
 
4. Pertimbangan Hukum Hakim 
Berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Jakarta bahwa untuk menguji dalil para pihak tersebut Majelis 
Hakim berpedoman kepada instrumen hukum yang diatur dalam pasal 53 
ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan 
Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah 
apabila: 
                                                          
16 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 1997), 34. 



































a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Asas - Asas 
Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). 
Selanjutnya berdasarkan fakta sengketa yang dihubungkan dengan 
ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ternyata peraturan perundang-
undangan dimaksud tidak mengatur tata cara pelaksanaan atau prosedur 
pemberian sanksi administratif yang harus dilakukan oleh Menpora 
sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa. 
Kemudian kuasa hukum PSSI menyatakan bahwa tata cara 
pemberian sanksi administratif memang belum diatur dalam Undang-
Undang tentang Sistim Keolahragaan Nasional maupun Peraturan 
Pemerintah tentang penyelenggaraan keolahragaan, dengan demikian 
Pengadilan berpendapat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh 
Menpora adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat bebas sehingga 
penilaiannya tidak dapat diuji atau dinilai (toetsing) dengan peraturan 
perundang-undangan melainkan harus dengan Asas Asas Umum 
Pemerintahan Yang baik (AAUPB). 
Apabila salah satu saja dari asas-asas umum pemerintahan yang 
baik (AAUPB) maupun larangan penyalahgunaan wewenang tersebut 



































dilanggar oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan 
keputusan tata usaha negara atau melakukan tindakan tata usaha negara 
maka keputusan atau tindakan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak 
sah oleh Pengadilan. 
Ketika Penggugat (PSSI) mendalilkan penerbitan keputusan objek 
sengketa yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik 
(AAUPB) yaitu asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas 
profesionalitas, asas mencampuradukkan wewenang, asas keadilan dan 
kewajaran, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkannya 
sebagai berikut : 
a. Asas Kepentingan Umum 
Asas kepentingan umum menurut penjelasan pasal 3 angka 3 
Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
adalah “asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara 
yang  aspiratif,  akomodatif  dan  selektif ”. Pada diktum keempat 
huruf b keputusan objek sengketa disebutkan bahwa “demi 
kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola 
Indonesia untuk menghadapi Sea Games 2015 harus terus berjalan, 
dalam hal ini Pemerintah bersama Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) dan Komita Olahraga Indonesia (KOI) sepakat 
bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komita 



































Olahraga Indonesia (KOI) bersama program Indonesia Emas 
(PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional”. 
Dengan demikian meskipun Menpora menerbitkan keputusan 
tentang pemberian sanksi administrati kepada PSSI selaku Induk 
Cabang Olahraga Sepakbola akan tetapi secara selektif, aspiratif dan 
akomodatif juga tetap menjalankan persiapan Tim Sepakbola 
Nasional untuk menghadapi Sea Games 2015 oleh karena itu 
Pengadilan berpendapat dalam menerbitkan keputusan objek 
sengketa Tergugat telah memperhatikan Asas Kepentingan umum 
dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) 
b. Asas Profesionalitas 
Yang dimaksud asas profesionalitas menurut penjelasan pasal 
3 angka 6 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah 
“asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
Berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat 
bahwa Menpora dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak 
menyebutkan secara tegas pasal pelanggaran administratif yang 
dilakukan PSSI sehingga dapat dikenakan sanksi administratif, 
menyebutkan kualifikasi pelanggaran administratif yang tidak 
termasuk salah satu pasal sebagaimana dimaksud salah satu dalam 
pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, tidak 



































konsisten antara bagian menetapkan dan diktum keputusan serta 
menentukan tenggang waktu teguran tertulis ke - II dan Ke - III yang 
menurut nalar yang sehat tidak memungkinkan PSSI melaksanakan 
teguran tersebut, maka tindakan Menpora tersebut dapat 
dikatagorikan tindakan yang melanggar asas profesionalitas dari 
Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). 
c. Asas Proporsionalitas 
Bahwa yang dimaksud asas proporsionalitas menurut 
penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tersebut adalah “asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak 
dan kewajiban penyelenggara negara”. Berdasarkan fakta tersebut 
jelas yang menjadi persoalan adalah tidak direkomendasikannya oleh 
BOPI klub Persebaya Surabaya dan Arema Coronus sebagai peserta 
Indonesia Super League (ISL) Tahun 2015, kemudian menerbitkan 
surat teguran tertulis I, II dan III oleh Menpora kepada PSSI tetapi 
PSSI tidak menanggapi kemudian Menpora mengeluarkan 
menerbitkan keputusan objek sengketa. 
Akan tetapi akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa 
yang dalam diktum ketiga menyebutkan seluruh jajaran 
pemerintahan ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk 
Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat lagi memberikan 
pelayanan dan fasilitas kepada Kepengurusan Persatuan Sepak Bola 



































Seluruh Indonesia (PSSI), dan seluruh kegiatan keolahragaannya dan 
kemudian ditindaklanjuti dengan surat Menpora tanggal 20 April 
2015 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan surat tanggal 
23 April 2015 kepada Para Gubernut, Bupati/Walikota, maka 
kompetisi Indonesia Super League (ISL) menjadi tidak dapat 
dilaksanakan karena kepolisian tidak memberikan izin untuk 
melaksanakan pertandingan sehingga PSSI menerbitkan surat 
keputusan pemberhentian kompetisi dengan alasan Force Majeure, 
maka akibatnya seluruh klub yang nyata-nyata tidak bersalah tidak 
dapat mengikuti pertandingan kompetisi Indonesia Super League 
(ISL), para pemain, wasit dan pelatih kehilangan mata 
pencahariannya termasuk pecinta sepakbola menjadi kehilangan 
kesempatan menonton tim kebanggaannya baik kompetisi dalam 
maupun diluar negeri. Hal demikian menurut Pengadilan Menpora 
telah bertindak tidak proporsional dalam menerbitkan keputusan 
objek sengketa. 
d. Asas Mencampuradukkan wewenang 
Pada pasal ayat (2) Undang - Undang  Nomor : 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi menyebutkan bahwa “Badan atau Pejabat 
Pemerintahan dikatagorikan mencampuradukkan wewenang apabila 
keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :  
1) Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan. 



































2) Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. 
Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 2007 disebutkan “ ...... Peraturan Pemerintah ini memberikan 
dasar yuridis kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk 
sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan 
pelanggaran/penyimpangan diwilayah yang menjadi wewenangnya. 
Akan tetapi perlu dipastikan bahwa pengenaan sanksi administratif 
tidak ditujukan sebagai penghukuman melainkan sebagai proses 
pendidikan dan pembinaan ” 
Pengadilan berpendapat tujuan tergugat dalam menerbitkan 
keputusan objek sengketa yaitu memberikan sanksi administratif 
berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui tidak lagi bertujuan 
untuk proses pendidikan dan pembinaan kepada PSSI, melainkan 
sudah memberikan hukuman kepada PSSI yaitu mematikan 
organisasi PSSI dan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI 
dengan membentuk Tim Transisi untuk menggantikannya atau yaitu 
untuk mengambil alih hak dan kewenangan PSSI. 
Dari pertimbangan Pengadilan diatas adalah sebagai kontrol 
eksternal terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang 
melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum publik agar 
dalam menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan selain 



































memperhatikan peraturan perundang -undangan yang berlaku juga 
memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). 
Oleh karena itu keputusan objek sengketa terbukti mengandung 
cacad yuridis dari segi prosedur dan substansi/materiil dalam 
penerbitannya, maka tuntutan PSSI agar objek sengketa dinyatakan batal 
dan kepada Menpora diwajibkan untuk mencabut keputusan objek 
sengketa beralasan hukum. 
  
5. Amar Putusan 
Pengadilan Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan Penggugat 
seluruhnya. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan 
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 
2015, tanggal 17 April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif 
berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 
tidak diakui. Kemudian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut 
keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga 
Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015, tanggal 17 April 2015, 
tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tidak diakui. 


































ANALISIS PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR : 91/G/2015/PTUN-JKT 
TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 
 
A. Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT tentang 
Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 
Sistem administrasi negara Indonesia, merupakan suatu bidang yang 
sangat penting artinya, tidak saja bagi para pejabat administrasi negara di 
pusat tetapi juga di daerah. Pejabat harus menjalankan tugas dan 
kewajibannya sehari-hari dengan penuh kesadaran. Segala sesuatunya harus 
berjalan dengan beres dan lancar sesuai dengan kebijaksanaan atau keputusan 
yang telah ditetapakan. Para pejabat administrasi negara atau pemerintah itu 
harus menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya masing-masing.1 
Kekuasaan pemerintah tidak semata-mata sebagai kekuasaan terikat. 
Pemerintah juga diberikan suatu kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi 
tetapi dalam menjalankan pemerintahannya tidak boleh menyimpang dari 
prosedur atau Undang-Undang seperti halnya penyalahgunaan wewenang. 
                                                          
1 Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, (Jakarta: 
PT. Rineka cipta, 1992), 1. 


































Kasus penyalahgunaan wewenang dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 
: 91/G/2015/PTUN-JKT, adanya sengketa antara Persatuan Sepak Bola 
Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai (Penggugat) dengan Menteri Pemuda dan 
Olahraga Republik Indonesia (Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana yang 
menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Pemuda dan  
Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan 
Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola 
Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui merupakan suatu polemik yang sedikit 
rancu. 
Munculnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut karena 
PSSI mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat 
teguran pertama, kedua dan ketiga. Dasarnya Teguran Tetulis I, II dan III 
adalah perintah yang diberikan oleh Kemenpora kepada PSSI untuk 
menjalankan kompetisi ISL 2015 berdasarkan hasil rekomendasi dari Badan 
Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) melalui surat Nomor 
SB.012/BOPI/KU/IV/2015 tentang rekomendasi penyelenggaraan kompetisi 
Indonesia Super League 2015 (Rekomendasi BOPI) dimana Klub Arema 
Cronus dan Persebaya Surabaya tidak termasuk klub yang lolos rekomendasi 
untuk berkompetisi di ISL 2015. 
Yang menjadi permasalahan atau dasar dikeluarkannya Teguran I, II, III 
dan Keputusan Tata Usaha Negara adalah rekomendasi BOPI yang nyata-
nyata bertentangan dengan peraturan yang ada. BOPI tidak memiliki 


































kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi. Mengacu pada Pasal 51 ayat 
2 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional berbunyi: 
“Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung 
massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi 
cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan 
perundang-undangan” 
Maka oleh sebab itu BOPI bukanlah badan yang berhak untuk 
mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti 
ISL 2015. 
Bahwa BOPI tidak memiliki tugas untuk menverifikasi dan menyatakan 
sebuah klub tidak layak untuk berkometisi. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan 
Kejuaraan Nasional menyatakan Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan 
kejuaraan olahraga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seluruh peserta 
wajib memenuhi ketentuan mengenai : 
a. Status olahragawan;  
b. Persyaratan mutasi olahragawan; 
c. Batasan usia;  
d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing -masing induk organisasi 
cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; 
e. Larangan perbuatan curang dalam olahraga 
Maka berdasarkan ketentuan tersebut tidak tercantum alasan BOPI 
untuk menghalangi Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk 
berkompetisi, karena persyaratan legalitas yang dipermasalahkan BOPI 
bukanlah menjadi kewenangan BOPI melainkan persyaratan yang ditetapkan 


































oleh PSSI selaku induk organisasi cabang olahraga sebagaimana yang tertera 
dalam poin empat pasal tersebut. 
Oleh karena itu PSSI yang sudah memiliki peraturan tersendiri 
mengenai persyaratan klub untuk berkompetisi sebagaimana yang tertuang di 
dalam Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Club Licensing 
Regulation (CLR) sudah menjalankan kewajiban yang ditentukan di dalam 
regulasi CLR tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 2 poin 1 CLR, yang 
bertanggungjawab terhadap persyaratan klub untuk berkompetisi adalah 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menunjuk badan 
administratif untuk memutus klub mana yang lolos persyaratan, dan badan 
administratif tersebut bukanlah BOPI. Oleh karena itu BOPI sebenarnya tidak 
memiliki tugas untuk melakukan verifikasi karena bukan badan yang ditunjuk 
oleh PSSI. 
BOPI sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan 
Olahraga Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 Tentang Badan Olahraga 
Profesional Indonesia yang ditandatangani oleh Menpora pada tanggal 9 
September 2009. Kermenpora tersebut mencabut Permenpora Nomor 
KEP/0804/menpora/vii/20-5 tentang Badan Pengembangan dan Pengawasan 
Olahraga Profesional Indonesia.  
 
 


































Bahwa berdasarkan Ketentuan Penutup pada Pasal 127 yaitu Paling 
lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan:  
a. organisasi keolahragaan yang telah ada tetap diakui dan harus melakukan 
penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. 
b. standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, dilakukan. 
c. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 95 ayat (1) dibentuk. 
d. Badan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 
dibentuk.   
Dinyatakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini 
diundangkan maka Badan Olaharaga Profesional Sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 huruf d dibentuk. Apabila dicermati, Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2007 diundangkan pada tanggal 5 Februari 2007, maka 
berdasarkan Pasal 127 huruf d tersebut, Badan Olahrafa Profesional yang 
diamanatkan oleh Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 harus 
sudah terbentuk 1 tahun setelah tanggal 5 Februari 2007, yaitu paling lambat 
tahun 2008. Akan tetapi BOPI ini bukan lah Badan Olahraga Profesional yang 
dimaksud Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 karena 
terbentuk pada tahun 2009 yang jelas-jelas telah melewati batas waktu 
pembentukan sebagaimana dimaksud pasal 127 huruf d Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2007. 
Berdasarkan permasalahan legalitas dua klub anggota Persatuan Sepak  
Bola  Seluruh  Indonesia (PSSI) seperti yang disebutkan di atas kemudian 
menjadi dasar bagi Menpora dalam mengeluarkan surat teguran pertama, 


































kedua dan ketiga yang berujung kepada penerbitan sebuah Keputusan Tata 
Usaha Negara. Dalam hal ini Menpora telah sangat keliru dalam memberikan 
surat teguran pertama, kedua dan ketiga, karena Menpora tidak memiliki 
kapasitas dalam mengeluarkan surat tersebut.  
Di dalam Undang-Undang dan peraturan terkait memang tidak 
dijelaskan secara jelas hubungan antara PSSI dengan Menpora, akan tetapi 
berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional menerangkan: 
“Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang 
membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis 
olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis 
olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga 
internasional yang bersangkutan”. 
PSSI adalah anggota dari Induk Organisasi Olahraga Internasional 
(FIFA), maka dengan definisi tersebut jelas bahwa PSSI adalah anak atau 
bawahan dari FIFA dimana hal ini menyebabkan adanya hubungan vertikal. 
Oleh karena itu yang dapat memberikan teguran kepada PSSI adalah FIFA. 
Hal ini dikarenakan Menpora memiliki kedudukan yang seimbang (horizontal) 
dengan PSSI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya di 
bidang olahraga dalam hal ini olahraga sepakbola. Maka sudah sangat jauh 
apabila Menpora memperlakukan PSSI seperti bawahannya yang bisa 
diberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga apabila dianggap 
melanggar peraturan. 


































Karena dalam suatu negara hukum, Wewenang pemerintahan berasal 
dari peraturan-peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi 
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. secara teoritik, kewenagan 
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh 
melalui tiga cara yaitu atribusi, selegasi, dan mandat.2 Baik penyerahan 
wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk 
pada batasan-batasan yuridis. 
Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan-aturan 
hukum tertulis dan tidak tertulis. Karena di dalam Undang-Undang No. 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Kepemerintahan pada Pasal 8 ayat (2) 
menjelaskan bahwa badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 
menggunakan Wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik). AUPB yang 
dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:3 




5. Tidak menyalahgunakan kewenangan; 
6. Keterbukaan; 
7. Kepentingan umum; dan 
8. Pelayanan yang baik.   
                                                          
2 Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101. 
3 Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Kepemerintahan 


































Bahwa selain karena surat teguran yang diberikan tidak pada 
kapasitasnya, Menpora juga tidak memiliki dasar dalam memberikan sanksi 
kepada PSSI. Menurut Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Penyelenggaraan Olahragaan, dalam rangka efektifitas, Menteri (jika 
penyelenggaraannya ditingkat nasional) dapat mengenakan sanksi 
administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan 
pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, 
akan tetapi tentu pemberian sanksi itu harus disertai alasan yang jelas menurut 
peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara dibagian 
pertimbangan dikatakan yang menjadi dasar atau alasan sanksi ini diturunkan 
adalah karena PSSI dianggap secara sah dan meyakinkan terbukti 
mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran. 
Ada dua poin dimana Menpora telah memberikan sanksi tanpa dasar 
atau alasan yang jelas. Pertama, berdasarkan Pasal 121 ayat 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahragaan, 
Menteri dapat memberikan sanksi dalam rangka efektifitas pengawasan. 
Kedua, berdasarkan penjelasan umum yang dimaksud efektifitas pengawasan 
adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap keterbukaan dan 
informasi keolahragaan yang dapat diakses masyarakat, seperti informasi 
tentang pengelolaan anggaran keolahragaan yang bersumber dari APBN. 
Maka, tidak lah tepat apabila sanksi yang diberikan oleh Menpora bukan 
dalam rangka efektifitas pengawasan, hal ini tentu menghilangkan satu unsur 
dari kewenangan pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 


































Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Olahragaan. 
Dari pertimbangan Majelis Hakim yang tertera pada putusan sebagai 
kontrol eksternal terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang 
melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum publik agar 
dalam menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan selain 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga 
memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). 
Karena pengadilan berpendapat keputusan objek sengketa yang 
diterbitkan oleh Menpora adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat 
bebas sehingga penilaiannya tidak dapat diuji atau dinilai (toetsing) dengan 
peraturan perundang-undangan melainkan harus dengan Asas Asas Umum 
Pemerintahan Yang baik (AAUPB). 
Jadi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa 
sebagaimana dilakukan oleh Menpora merupakan bentuk penyalahgunaan 
wewenang karena tidak sesuai dengan kewajiban dan peraturan yang berlaku 
sehingga sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat 
dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dari adanya 
penyalahgunaan wewenang tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang 
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Kepemerintahan pada Pasal 8 ayat 
(3) menerangkan bahwa Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang 


































menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan.  
Kemudian Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana 
dimaksud meliputi:4 
1. Larangan melampaui Wewenang; 
2. Larangan mencampuradukkan Wewenang;  
3. Larangan bertindak sewenang-wenang. 
Dari ketiga larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang 
dipaparkan Pada Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Kepemerintahan pada Pasal 18 ayat (2) poin a  dijelaskan bahwa 
Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang, 
apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan, berikut pada Pasal 18 
ayat (1) yakni: 
1. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; 
2. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; 
3. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam pembahasan ini yaitu kategori melampaui wewenang pada 
esensinya adalah tidak berwenang. Prinsip utama negara hukum adalah asas 
legalitas yang mengandung arti bahwa setiap tindakan hukum pejabat itu 
harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau wewenang. Jika 
seorang pejabat yang melakukan tindakan hukum tanpa wewenang, maka 
                                                          
4 Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 


































tindakan batal demi hukum. Ada tiga kemungkinan tidak berwenang: 
pertama, tidak berwenang dari segi wilayah, kedua, tidak berwenang dari segi 
waktu, ketiga, tidak berwenang dari segi materi.5 
Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan 
Penggugat seluruhnya. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa 
Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 
Tahun 2015, tanggal 17 April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif 
berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tidak 
diakui. Kemudian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan 
Tergugat berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik 
Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015, tanggal 17 April 2015. 
 
B. Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT tentang 
Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 ditinjau berdasarkan Fiqh Siya>sah 
Ketentuan penyelenggaraan pemerintahan diatur didalam undang-
undang administrasi pemerintahan yang mana menjamin hak-hak dasar dan 
memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin 
penyelenggaraan tugas-tugas negara. Karena di dalam UUD 1945 tentang 
agama Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Negara berdasarkan atas Ketentuan 
                                                          
5 Ridwan. HR, Hukum Administrasi  ..., 385. 


































Yang Maha Esa. Dan ayat (2) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun fiqh siya>sah 
merupakan yang membahas pengelolaan masalah umum bagi negara 
bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar 
dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-
prinsip syariat yang umum. 
Dalam tinjauan fiqh siya>sah adanya putusan PTUN Jakarta Nomor : 
91/G/2015/PTUN-JKT tentang Surat Keputusan Menteri Pemuda dan  
Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang 
pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan 
Pepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui. Disitu pemerintah melalui 
Menpora belum sepenuhnya sesuai dari tinjauan menurut syariat Islam. 
Karena tindakan menyalahgunakan kewenangannya karena menerobos 
sejumlah pasal-pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku adalah berkaitan dengan adanya hukum Islam. 
PSSI sebagai induk organisasi sepakbola nasional telah beritikad baik 
untuk melaksanakan segala bentuk peraturan perundang-undangan, dan segala 
kewajiban hukum. Kemudian munculnya Keputusan Tata Usaha Negara 
(KTUN) ini adalah karena PSSI mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan 
pemerintah melalui surat teguran kesatu, kedua dan ketiga. Dasarnya Teguran 
Tetulis I, II dan III adalah perintah yang diberikan oleh Kemenpora kepada 


































PSSI untuk Penyelenggaraan Kompetisi Indonesia Super League 2015 
(Rekomendasi BOPI) dimana Klub Arema Cronus dan Persebaya Surabaya 
tidak termasuk klub yang lolos rekomendasi untuk berkompetisi di ISL 2015. 
Realitas semacam ini menimbulkan ketidakadilan Menpora kepada 
PSSI. Karena dalam sistem peradilan Islam, putusan hukum yang dibuat oleh 
Qadhi atau hakim adalah putusan yang final. Menpora sebagai menteri yang 
di maksud dalam fiqh siya>sah yaitu wa>zir tanfidz (pembantu khalifah bidang 
administrasi). Tugas dari wa>zir tanfidzi hanyalah melaksanakan perintah 
imam, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, 
menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta 
melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam supaya ia 
dapat menanganinya  sesuai perintah imam. 
Dalam polemik yang terjadi antara Menpora dan PSSI tersebut 
menimbulkan pro kontra, dua kubu satu sama lain Saling berhubungan karena 
tujuan untuk mensejahterakan sepakbola Indonesia. Hal ini dengan firman 
Allah SWT QS: An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:  
ر ِء ا َش ْح َف ْل ا ر ِن َع ر ٰى َه  ْ ن  َ يَو ر َٰبَْر ُق ْل ا ر ي ِذ ر ِء ا َت ي ِإ َو ر ِن ا َس ْح ِْلْ اَو ر ِل ْد َع ْل ِب ر ُر ُمَْيَ رَ َّللَّ ا ر َّن ِإ
َرنوُر َّكَذ َت ر ْم ُكَّل َع َل ر ْم ُك ُظ ِع َي ر ۚ ر ِي ْغ  َ ب ْل اَو ر ِر َك ْن ُم ْل اَو 
 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS: 
An-Nahl : 90) 


































Dari penggalan ayat tersebut Sesungguhnya Allah menyuruh kalian 
berlaku adil) bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya (dan berbuat 
kebaikan) menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah 
seolah-olah kamu melihat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis 
(memberi) bantuan (kepada kaum kerabat) famili; mereka disebutkan secara 
khusus di sini, sebagai pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih 
dahulu (dan Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina (dan kemungkaran) 
menurut hukum syariat, yaitu berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan 
(dan permusuhan) menganiaya orang lain.6 
Seperti halnya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin (imamah) 
dalam bidang hukum, kedudukan beliau adalah sebagai hakim untuk 
menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat Madinah serta 
menetapkan perselisihan bagi pelanggaran hukum dan perjanjian. Dengan 
demikian dapat diketahui bahwa seorang kepala negara sangat membutuhkan 
pembantu di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan seperti halnya Nabi 
yang diibantu oleh para sahabatnya sebagai wazir (Pembantu). Dalam kaitan 
pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW juga pada masa kontenporer 
menteri sangat berperan penting dalam membantu kepala Negara (Presiden) 
melaksanakan kegiatan permerintahan atau kenegaraan.  
Oleh sebab itu jika pembantu kepala negara (menteri) melakukan 
penyelewengan seperti penyalahgunaan wewenang seperti hal Menpora 
                                                          
6 https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90, diakses pada 03 April 2019 Pukul 20.42 WIB. 


































mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan  Olahraga Republik 
Indonesia (Menpora) Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan Sanksi 
Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Pepakbola Seluruh 
Indonesia (PSSI) tidak diakui sangatlah berpengaruh bagi Negara. 
Ketika Menteri dalam teori Islam dilantik atau disyahkan haruskan 
memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wa>zir tanfidz ada 
tujuh yang spesifikasinya lebih terkait dengan moral dan pengalaman politik. 
Syarat tersebut adalah sebagai berikut:7 
a. Amanah, seorang wa>zir tanfidz harus orang yang amanah, jujur, dan 
bertanggung jawab supaya ia tidak mengkhianati apa yang diamanatkan 
kepadanya dan tidak melakukan menipulasi serta kebohongan di dalam 
apa yang ia dimintai nasihat, masukan dan pertimbangan; 
b. Memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar sehingga 
informasi dan pemberitahuan yang disampaikannya terjamin kesasihan 
dan akuntabilitasnya; 
c. Tidak rakus sehingga ia kebal terhadap suap dan tidak mudah terkelabui; 
d. Ia harus orang yang berkarakter tenang, lembut, dan di sukai orang, tidak 
ada permusuhan dan kebencian antara dirinya dan orang-orang. Ini 
                                                          
7 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu,  Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 348-349. 


































karena permusuhan dan kebencian menghalangi dari saling bersikap adil, 
proposional, objektif, dan saling bersimpati; 
e. Memiliki memori yang kuat sehingga ia mampu melaksanakan intruksi 
imam dan menyampaikan kepada imam apa yang yang harus 
disampaikan kepadanya;  
f. Pandai dan cerdas sehingga ia mampu melihat, mempelajari, dan 
mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat, dan tidak bingung terhadap 
berbagai urusan dan  permasalahan; 
g. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak mudah 
terbujuk oleh hawa nafsu. 
Dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wa>zir tanfidz 
bertujuan menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari 
kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat. 
Gugatan PSSI tersebut diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara 
Jakarta untuk menilai dan meneliti apakah proses penerbitan surat keputusan 
Menpora tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan 
Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak diakui telah 
dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan 
memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dapat 
memberikan rasa keadilan bagi Penggugat pada khususnya dan pecinta 
sepakbola Indonesia pada umumnya.  


































Adapun gugatan yang di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara 
ditinjau dari fiqh siya>sah tentunya yang keterkaitan dengan Pengadilan 
tersebut ialah wila>yah al-maza>lim merupakan salah satu komponen peradilan 
yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurusi penyelesaian 
perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu juga 
menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tertinggi, 
bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.   
Kompetensi absolut yang dimiliki oleh wila>yah al-maza>lim adalah 
memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau 
para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses 
peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para 
kerabat khalifah, pegawai pemerintah, dan hakim-hakim sehingga kekuasaan 
wila>yah al-maza>lim lebih luas dari kekuasaan qadha.8 
 
  
                                                          
8 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 116. 




































Dari beberapa uraian dan kesimpulan diatas, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT, sengketa 
antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai 
(Penggugat) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 
(Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana yang menjadi obyek gugatan 
dalam perkara adalah Surat Keputusan Menteri Pemuda dan  Olahraga 
Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan 
Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui. 
Dari pertimbangan Majelis Hakim yang tertera pada putusan sebagai 
kontrol eksternal terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara 
yang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum publik 
agar dalam menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan selain 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga 
memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). 
Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan PSSI seluruhnya. 
Menyatakan batal demi hukum Keputusan Menpora. Kemudian 
mewajibkan kepada Menpora untuk mencabut keputusan kepada PSSI 
tersebut. 


































2. Dalam tinjauan Fiqh Siya>sah adanya putusan PTUN Jakarta Nomor : 
91/G/2015/PTUN-JKT tentang Surat Keputusan Menteri Pemuda dan 
Olahraga Republik Indonesia (Menpora) tentang pengenaan Sanksi 
Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh 
Indonesia (PSSI) tidak diakui. Pemerintah melalui Menpora belum 
sepenuhnya sesuai ditinjau menurut syariat islam. Seorang menteri dalam 
ketentuan Islam dilantik atau disahkan harus memenuhi syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh seorang wa>zir tanfidz. Kemudian syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh seorang wa>zir tanfidz bertujuan menjamin 
terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak 
melanggar ketentuan syariat. Dalam fiqh siya>sah yang keterkaitan adalah 
wila>yah al-maza>lim merupakan salah satu komponen peradilan yang 
berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurusi penyelesaian 
perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. 
 
B. SARAN 
Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran 
diantaranya yakni : 
1. Munculnya putusan PTUN Jakarta Nomor : 91/G/2015/PTUN-JKT 
tentang Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik 
Indonesia (Menpora) Nomor : 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan 
Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Pepakbola 


































Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui. Bahwa seluruh kader atau pejabat 
pemerintahan jika menjalankan tugas dan wewenang agar sesuai prosedur 
dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan 
memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Agar tidak ada 
tindakan menyalahgunakan kewenangan dan penyelewengan pada 
wilayah pemerintahan. 
2. Dalam mengambil sebuah keputusan seperti Keputusan Menteri Pemuda 
dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Nomor : 01307 Tahun 2015 
tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan 
Persatuan Pepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui. Seharusnya 
Menpora sebagai kader pemerintahan berhati-hati atau lebih teliti lagi 
dalam memutuskan sesuatu yang penting agar tidak ada pihak yang 
dirugikan seperti PSSI yang terganggu dalam menjalankan Kompetisi ISL 
2015. Kemudian Menteri sebagai pembantu kepala Negara ketika dilantik 
atau disyahkan haruskan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh seorang wa>zir tanfidz yang spesifikasinya lebih terkait dengan moral 
dan pengalaman politik. 
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